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Hasil analisis situasi prevalensi stunting Kabupaten Gorontalo terhadap 30 desa lokus tahun
2022, Desa Pelehu Kecamatan Bilato menempati prevalensi tertinggi yaitu 30,38 %,
sedangkan Desa Hutadaa Kecamatan Telaga Jaya menempati posisi terendah yaitu 0 %.
Penelitian ini bertujuan Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif yaitu
mendasarkan kepada filsafat post positivisme untuk meneliti pada situasi dan kondisi objek
yang alamiah (peneliti adalah instrumen kunci). Hasil penelitian yang dilakukan didapatkan 4
tema/topik utama, yaitu : 1) Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi
Sensitif Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Gorontalo; 2) Sumber daya dalam
implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam penanganan stunting di kabupaten
Gorontalo; 3) Disposisi dalam implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam
penanganan stunting di kabupaten Gorontalo; dan 4) Struktur organisasi dalam implementasi
kebijakan intervensi gizi sensitif dalam penanganan stunting di kabupaten Gorontalo.
Kesimpulan : keseluruhan variabel belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingganya
masih diperlukan peningkatan pada faktor internal yaitu konsistensi koordinasi dengan OPD
dan stakeholder terkait, peningkatan kompetensi pelaksana untuk mendukung pemanfaatan
sumber daya, selain itu diperlukan komitmen yang kuat dalam hal distribusi/pembagian tugas
yang jelas antar fungsi agar program dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Diharapkan pada variabel-variabel tersebut dapat segera dilakukan penyempurnaan serta
perbaikan agar implementasi kebijakan dapat benar-benar memberikan dampak terhadap
penurunan jumlah stunting serta meningkatan cakupan layanan intervensi gizi sensitif
khususnya di Kabupaten Gorontalo.

PENDAHULUAN 

Kebijakan pemerintah yang sifatnya prioritas diarahkan dan didorong pada kondisi yang
terkonvengen. Pelibatan semua pihak menjadi hal yang mutlak baik secara nasional, daerah bahkan
sampai ke tingkat desa. Salah satu yang menjadi konsen yaitu permasalahan stunting yang
intervensinya harus secara konvergen karena stunting memberikan pengaruh cukup besar
terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat saat ini dan dimasa depan. Tingkat kecerdasan
yang rendah berkontribusi menjadi ancaman dalam bonus demografi. Olehnya, diperlukan
komitmen bersama yang kuat untuk menurunkan stunting secara komprehensif dengan demikian
akan terwujud harapan bersama dimana angka prevalensi stunting secara nasional berada pada
angka 14% pada tahun 2024 serta pencapaian target Indonesia Emas 2045 (BKKBN, 2021).

Stunting adalah masalah yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai dalam jangka
panjang yang menyebabkan masalah di kemudian hari, kondisi ini mencerminkan kondisi gagal
tumbuh pada anak di bawah usia 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis, sehingga menjadi terlalu
pendek untuk usianya serta perkembangan fisik dan kognitif yang menjadi sulit (Kadir, 2021).
Stunting juga disebabkan oleh keadaaan sosial, perekonomian, status gizi bumil, kesakitan dan
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kurangnya asupan gizi pada bayi.  Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting diatas batas
toleransi yaitu 20 % atau seperlima jumlah balita, angka tersebut ditetapkan oleh WHO (Wahyuni
et al., 2019).

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 prevalensi stunting nasional
yaitu sebesar 24,4 %, Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 29% terjadi penurunan sebesar 5,9%
dibandingkan tahun 2019 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yaitu
sebesar 34,89%, namun kondisi ini lebih tinggi dari angka nasional. Berdasarkan data SSGI tahun
2021, prevalensi stunting Kabupaten Gorontalo berada pada angka 28,3% yang berada pada posisi
lebih tinggi dari nasional yaitu sebesar 24,4% (Kemenkes RI, 2021).

Berdasarkan hasil analisis situasi Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 terhadap 30 Desa lokus tahun
2022, Desa Pelehu Kecamatan Bilato menempati prevalensi tertinggi yaitu 30,38 %, sedangkan
Desa Hutadaa Kecamatan Telaga Jaya menempati posisi terendah yaitu 0 % dan jika melihat hasil
laporan petugas puskesmas yang dilaporkan setiap bulan secara elektonik, pada bulan Agustus
2021 terhadap 205 desa dan kelurahan, tertinggi yaitu di Desa Pelehu Kecamatan Bilato pada
angka tertinggi yaitu 30,65% dan terendah di Desa Hutadaa Kecamatan Kecamatan Telaga Jaya
sebesar 0 %.

Kabupaten Gorontalo menjadi lokus stunting sejak tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Buku
Ringkasan Stunting 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting) dengan
10 (sepuluh) desa lokus (TNP2K RI, 2017) dan sejak tahun 2019 pemerintah pusat memberi
kewenangan kepada daerah dalam menetapkan lokus prioritas berdasarkan hasil analisis situasi.
Pada tahun 2021 sebanyak 60 desa lokus tetapkan melalui Surat Keputusan  Bupati Gorontalo
Nomor 468/28/VII/2020 yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan.

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 42
Tahun 2013 pada pasal 6 ayat 6 dan 7 dilakukan melalui kegiatan intervensi gizi spesifik dan
sensitif. Intervensi gizi sensitif dilaksanakan oleh stakeholder selain kesehatan (Kemenkumham RI,
2013). Stunting selain disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan faktor kesehatan, juga
dipengaruhi oleh permasalah sosial, perekonomian yang dihadapi, seperti kualitas pendidikan dan
tingkat pendapatan keluarga (Nisa, L, 2018).

Sektor kesehatan menangani intervensi gizi spesifik dengan indikator yaitu cakupan ibu hamil KEK
yang mendapat makanan tambahan, cakupan ibu hamil memperoleh tablet tambah darah minimal
90 tablet selama kehamilan, cakupan balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan, cakupan
kehadiran dan keaktifan di posyandu, cakupan Bumil-K4, cakupan anak umur 6-59 bulan yang
diberikan Vitamin A, cakupan bayi 0-11 bulan telah di IDL, cakupan balita diare yang mendapatkan
suplemen zinc, cakupan remaja putri memperoleh tablet tambah daerah, cakupan layanan kepada
ibu nifas, cakupan kelas ibu hamil, cakupan keluarga yang mengikuti kegiatan pembinaan keluarga
balita.

Adapun layanan gizi sensitif di luar sektor kesehatan dengan indikator layanan intervensi yaitu
rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, cakupan RT yang menggunakan
sanitasi layak, cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting, cakupan anak usia 2-6 tahun
sebagai peserta didik PAUD, cakupan RT peserta JKN/Jamkesda, cakupan penerima manfaat
memperoleh Family Development Sesion gizi dan Kesehatan, jumlah keluarga 1.000_HPK
kategori_miskin sebagai sasaran BPNT, desa mengaplikasikan KRPL.

Kebijakan intervensi gizi sensitif dilaksanakan dengan melibatkan multisektor dalam rangka
mengurangi stunting yang memberikan kontribusi sebesar 70% (Lailia, 2021). Bentuk intervensi
yaitu intervensi terhadap lingkungan berupa penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, akses dan
kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan pemahaman, komitmen dan praktik
pengasuhan gizi ibu dan anak serta peningkatan akses pangan bergizi (Kemen PPN/ Bappenas,
2018).
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”environmental influences during early development, such as poor nutrition, increase chronic
disease_risk_later_in_life” (Leroy et al.,2019). Pengaruh lingkungan selama perkembangan awal,
seperti gizi buruk, meningkatkan risiko penyakit kronis di kemudian hari.

Upaya lain dalam pencegahan stunting adalah adanya Kader Pembangunan Manusia (KPM) di
setiap desa yang mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting, pendataan sasaran
RT 1.000 HPK, mengkoordinasikan pelayanan pencegahan dan penanganan stunting (bidan desa,
ahli gizi, guru PAUD dan perangkat desa), menggerakan dan mendorong masyarakat untuk
berpasrtisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan, mendorong masyarakat dalam
mengartikulasikan kebutuhan, identifikasi permasalahan serta pengembangan kapasitas agar dapat
menghadapi persoalan yang dihadapi secara efektif.

Upaya pencegahan stunting melalui pemberdayaan KPM dapat memaksimalkan intervensi yang
telah digalakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka ikut memantau asupan gizi,
kemudahan mengakses layanan serta terbangunnya tanggungjawab_bersama atas kondisi stunting
yang ada didesa (Ramadhan et al.,2021).

Untuk mengatasi stunting pemerintah nasional menetapkan 5 (lima) pilar yaitu pilar 1 komitmen
dan visi kepemimpinan, pilar 2 kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, pilar 3
konvergensi,_koordinasi, dan konsolidasi program antar level baik pusat dan daerah, pilar 4
ketahanan pangan dan gizi serta pilar 5 yaitu pemantauan dan evaluasi. Pada pilar 3 menekankan
aksi yang terintegrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah baik tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten/kota sampai dengan di tingkat desa dalam upaya penerapan kebijakan intervensi gizi
spesifik dan sensitif.

Konvergensi adalah kegiatan terpadu yang saling berhubungan antar program dan kegiatan baik
yang kegiatan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Sinergitas menjadi keharusan antara
berbagai level baik pusat dan daerah sehingganya diperlukan kebijakan strategis dan program
yang bersifat afirmatif atau menguatkan sebagai upaya dalam percepatan penanganan stunting
(Picauly, 2021). Rendahnya kualitas kerjasama serta pengintegrasian oleh pemerintahan terletak
pada sisi implementasinya, sedangkan untuk model kebijakan sudah cukup memadai (Afandi et
al.,2022).

Upaya pencegahan stunting dilaksanakan sejak perencanaan yang ditekankan pada penajaman
kegiatan serta penganggaran yang berbasis data dan informasi faktual melalui analisis situasi awal.
Analisis situasi dilakukan sejak awal untuk mengetahui keadaan stunting serta penyebab utama di
wilayah kabupaten yang kemudian diinternaliasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Renja dan RKA OPD, termasuk didalamnya mendorong penggunaan dana desa serta
fasilitasi dan mobilisasi Kader Pembangunan Manusia.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya terkait intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan
secara konvergen yang difokuskan pada dukungan anggaran, pengembangan inovasi serta
memperluas jejaring kerja sama yang  berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 2,18% di
Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah (Gani, 2020).

Tahap selanjutnya yaitu implementasi dimana intervensi diharapkan menyasar sasaran berdasarkan
hasil analisis situasi dan rencana kerja yang ditetapkan. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi sangat
penting untuk menngetahui capaian program yang dilaksanakan secara bersama dan
berkesinambungan yang hasilnya dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk
memahami pelaksanaan upaya pencegahan stunting dan menginformasikan tahapan perencanaan
dan penganggaran selanjutnya.

Pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran yang cukup strategis dalam upaya percepatan
penurunan stunting yaitu (TNP2K RI, 2018) yaitu merumuskan kebijakan wilayah termasuk
ditingkat kecamatan dan desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian akselerasi;
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mensosialisasikan kebijakan; mencanangkan penguatan komitmen bersama yang dilakukan dengan
konsisten dan berkelanjutan; peningkatan kapasitas dan kompetensi perangkat daerah
kabupaten/kota dan aparat desa; membentuk sistem manajemen data yang baik; memaksimalkan
koordinasi antar Kemeterian/Lembaga, provinsi, kabupaten, desa serta stakeholder lainnya;
menyelenggarakan rembuk stunting tahunan yang melibatkan seluruh pihak serta memastikan
hasil rembuk stunting menjadi bagian dari perencanaan kegiatan serta termuat dalam dokumen
perencanaan daerah.

Peran stakeholder di luar sektor kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan intervensi gizi
sensitif diperlukan untuk mengakselerasi percepatan penurunan stunting (Iqbal et al., 2021).
Beragamnya pihak yang ikut terlibat yang maka dibutuhkan upaya untuk melakukan identifikasi
dan analisis terkait fungsi dan peran masing-masing, karena penyebab terhambatnya terhambatnya
pelaksanaan pencegahan stunting di Indonesia salah satunya adalah belum optimalnya pelaksanaan
koordinasi diantara lembaga pemerintah (Febrian et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa kerjasama lintas sektor pencegahan stunting yang
dilakukan melalui melalui tatap muka dalam membangun kepercayaan, komitmen serta
pemahaman bersama dalam memecahkan masalah publik dapat memberikan pengaruh terhadap
penurunan stunting (Herlianti, 2022).

Secara komprehensif, peran lintas sektor diharapkan dapat ikut serta mendukung terpenuhinya
sumber daya untuk melakukan intervensi gizi sensitif, mulai dari tahapan perencanaan yang tepat,
penganggaran yang memadai, kemampuan sumber daya manusia, dukungan logistik, kemitraan
baik di tingkat daerah sampai dengan desa. (Muslimah et al., 2022).

Pemilihan lokasi penelitian mempertimbangkan bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten
tertua di Provinsi Gorontalo, jumlah penduduk terbanyak yaitu 391.397 jiwa dan merupakan
kabupaten terluas yang mencapai ± 1.846,40 KM2 dengan jumlah sasaran balita sebanyak ±
29,527. Berdasarkan hasil analisis situasi Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, desa dengan
prevalensi tertinggi yaitu Desa Buhu 30,65 % dan yang terendah yaitu Desa Hutadaa dengan
prevalensi stunting sebesar 0%.

Berdasarkan observasi awal, permasalahan yang ditemukan yaitu stunting masih dianggap hanya
tanggung jawab sektor kesehatan semata, program dan kegiatan masih berjalan sendiri-sendiri,
lokasi intervensi belum sepenuhnya menyasar lokus stunting, hal ini disebabkan setiap OPD
memiliki sasaran yang ditetapkan sendiri yang berbeda dengan lokus stunting, sebagai contoh
masih terdapat sasaran yang belum memiliki kartu BPJS sehingga menghambat akses terhadap
layanan kesehatan dan gizi, sasaran yang belum termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial sehingga menyulitkan akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah baik itu bantuan
penyediaan air bersih, sanitasi, bantuan pangan non tunai, bantuan langsung tunai.

Belum meratanya informasi tentang penanganan stunting kepada pengelola OPD dan perangkat
desa yang mengakibatkan kurang optimalnya anggaran dan terbatasnya inovasi dalam penanganan
stunting.

Dari segi anggaran, Kabupaten Gorontalo di Tahun 2021 mengalokasikan anggaran mendukung
intervensi gizi sensitif yaitu sebesar Rp. 45,533,863,198,-, anggaran tertinggi yaitu pada Dinas
Pekerjaan Umum yang mencapai 39,86% atau Rp. 19,745,490,918,- dan yang terendah pada Dinas
Perikanan Dan Kelautan yaitu sebesar Rp. 39.751.186 atau sebesar 0,08%. Jumlah tersebut jika
dipersentasikan terhadap total APBD Kab. Gorontalo Tahun 2021 yang berjumlah Rp.
1.811.819.904.596,- maka hanya sebesar 2,73%, selain itu alokasi Dana Desa ditahun 2021 untuk
kegiatan penanganan stunting sebesar Rp. 33.903.539.692  atau 16,01% dari total Rp.
211.803.144.000, jumlah ini masih perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan upaya penurunan
stunting di tingkat desa.
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Dengan adanya intervensi yang terkonvergen diharapkan agar implementasi kebijakan intervensi
gizi sensitif dapat dilaksanakan secara bersama–sama sehingga lebih tepat sasaran, terjadinya
koordinasi disemua tingkatan, sumberdaya dimobilisasi dan dimanfaatkan secara maksimal,
peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggara program serta meningkatnya kesadaran
masyarakat  tentang pentingnya pencegahan stunting.

Berdasarkan hal–hal yang dijelaskan diatas, implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam
penanganan stunting yang terkonvergensi sangat mutlak untuk dilaksanakan. Berdasarkan teori
Edward III, terdapat 4 (empat) indikator yang dapat digunakan sebagai alat dalam proses
implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi (Syarif,
2016). Merujuk kepada penelitian sebelumnya terkait implementasi, adanya komunikasi yang
efektif, sumberdaya yang memadai, sikap yang menunjukan komitmen serta struktur organisasi
yang representatif memberikan dampak positf dalam penanganan stunting (Mulawarman, 2021). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Implementasi
Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Gorontalo”.

METODE 

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif yaitu mendasarkan kepada filsafat post
positivisme untuk meneliti pada situasi dan kondisi objek yang alamiah (peneliti adalah instrumen
kunci).

Desain penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan,
menjelaskan serta menjawab secara lebih terperinci permasalahan yang akan diteliti dengan
mempelajari semaksimal mungkin individu, kelompok atau suatu kejadian dilakukan dengan
mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Untuk lebih simultannya prosedur pelaksanaan penelitian ini maka ditetapkan bagan penelitian
sebagai berikut:
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Figure 1.  Bagan Penelitian   

Kehadiran peneliti selain sebagai pengumpul data juga bertindak sebagai instrument penelitian.
Peneliti sebagai key instrument berusaha untuk mengungkapkan bagaimana proses implementasi
kebijakan intervensi gizi sensitif dalam penanganan stunting di Kabupaten Gorontalo.

Sebelum melakukan pengambilan data peneliti telah mengutarakan maksud kedatangan peneliti
yang didahului dengan surat penelitian yang dikeluarkan dari pimpinan Program Pasca Sarjana
UNG, setelah itu peneliti datang ke lapangan dan mencari informasi yang diperlukan seperti
menemui key informan. Peneliti kemudian melakukan pendekatan lebih dekat terhadap informan
lain dan situs penelitian untuk pengambilan data selanjutnya karena dalam hal ini peneliti menjadi
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instrumen penting dalam penelitian kualitatif.

Data terdiri dari dua jenis, yaitu_primer_dan_sekunder. Data primer diperoleh_secara_langsung
melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah dokumen pelaksanaan aksi
konvergensi penurunan stunting Tahun 2022, profil Kabupaten Gorontalo Tahun 2022, Renja OPD
Kabupaten Gorontalo Tahun 2022.

Sumber data primer dalam penelitan ini adalah Kepala Bidang Pemerintahan daan Pembangunan
Manusia Bappeda Kabupaten Gorontalo selaku penanggung jawab program penanganan stunting.

Penetapan sampel dilakukan dengan teknik Non probability Sampling (bukan secara acak) yaitu
pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap
anggota populasi atau setiap unsur untuk dipilih menjadi sebuah sampel.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan prinsip kesesuaian
dan kecukupan dalam pemilihan informan yaitu sesuai kebutuhan dan ketika sudah cukup jumlah
data dan sudah menggambarkan kondisi yang dibutuhkan (Firmansyah et al, 2022).

Informan dipilih dengan menggunakan teknik snowball sampling dengan memanfaatkan informan
lain untuk melengkapi informasi yang didapatkan dari  informan sebelumnya. Sampling_snowball,
identifikasi sejak awal dimulai dari seseorang atau kasus yang termasuk didalam kriteria penelitian.
Kemudian berdasarkan hubungan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam suatu
jejaring, dapat diperoleh responden berikutnya atau sampel selanjutnya. Demikian seterusnya
tahapan ini berjalan sampai diperoleh informasi yang cukup dan jumlah sampel yang memenuhi
syarat serta akurat untuk dapat dianalisis serta pengambilan kesimpulan penelitian (Nurdiani,
2014).

Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Informan Kunci dan Informan
Pendukung. Informan kunci adalah Kepala Bidang PPM. Sedangkan informan pendukung terdiri
dari ; 1) Fungsional Perencana Ahli Muda; 2) Kepala Badan; 3) Kabid Pemberdayaan Masyarakat; 4)
Kabid Perikanan Tangkap; 5) Kasubag Perencanaan dan Keuangan Perkim; 6) Pelaksana ; 7) Kabid
Pengelolaan Informasi Adminduk; 8) Kabid PAUD; 9) Sekretaris Desa; 10) Masyarakat Desa
Tenggela; 11) Masyarakat Desa Buhu.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti dengan melakukan pengumpulan data
dengan 3 teknik yakni 1) interview, 2) observasi, serta 3) analisis dokumen (Fadli, 2021). Interview
dilakukan untuk mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada
dalam organisasi. Observasi atau pengamatan dilaksanakan observasi secara langsung perilaku
perorangan dan interaksi dalam ruang lingkup penelitian, sehingga peneliti harus terlibat secara
langsung dalam aktifitas sehari-sehari subyek yang diteliti. Dokumen yang dianalisis adalah
dokumen pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting Kabupaten Gorontalo Tahun 2022.

Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dimana kegiatannya berlangsung dari fakta-fakta ke
teori. Tujuan yaitu untuk menghindari manipulasi data, sehingga pada awalnya harus
berdasarkan data baru yang disesuaikan dengan teori serta hasil penelitian kualitatif yang lebih
menekankan makna daripada generalisasi (Fadli, 2021). Aktivitas yang dilakukan dalam proses
analisis data yaitu 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, dan 3) Penarikan kesimpulan. Reduksi data
yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis melakukan seleksi data yang berkaitan dengan topik
penelitian dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian ini, penyajian data yang
dilakukan adalah dalam beberapa bentuk_tabel_dan_grafik yang sebagiannya telah diolah
berdasarkan pada hasil reduksi data. Sedangkan, simpulan adalah bagian akhir dari sebuah proses
analisis data yang melihat hasil reduksi data yang tetap mengacu pada rumusan masalah serta
tujuan yang telah ditetapkan dan hendak dicapai. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Penanganan stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu yaitu intervensi gizi sensitif.
Pengalaman secara global menunjukkan bahwa pelaksanaan intervensi yang terpadu yang
menyasar kelompok prioritas merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan perbaikan gizi,
tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting dilokasi prioritas. Upaya penanganan stunting
akan lebih efektif apabila intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen yaitu keterpaduan
proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan secara lintas
sektor untuk memastikan ketersediaan layanan intervensi gizi sensitif kepada kelompok sasaran
prioritas atau dengan kata lain konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi
yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah
geografis dan keluarga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara
konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk
mencapai tujuan bersama.

Secara umum, berbagai tindakan ataupun aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Gorontalo dalam implementasi kebijakan penanganan stunting sesuai dengan apa yang
disampaikan edward III yang merumuskan implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses
kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-
konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (Syarif, 2016). Perumusan tersebut
mengandung makna bahwa implementasi merupakan sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh
para pemangku kepentingan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-
sama, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan sebagaimana tindakan yang dilakukan dalam
impementasi kebijakan dapat berupa tindakan yang bernilai positif ataupun negatif. Namun yang
menjadi fokus adalah tindakan-tindakan tersebut haruslah merupakan tindakan yang berimplikasi
ataupun tindakan yang dapat memberikan dampak secara langsung bagi pihak yang menjadi target
dari suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi
di Bappeda Kabupaten Gorontalo, terlihat masih terdapat permasalahan yang ditemukan sehingga
implementasi kebijakan  intervensi gizi sensitif dalam penanganan stunting di Kabupaten Gorontalo
masih belum cukup optimal. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan intervensi gizi
sensitif dalam penanganan stunting, maka perlu menggunakan teori implementasi yang
dirumuskan oleh Edward III yang terdiri dari komunikasi yang yang dideksripsikan dengan
transmisi, kejelasan dan konsistensi; sumberdaya yang dideskripsikan melalui staff, anggaran,
kewenangan, fasilitas; disposisi yang dideskiripsikan dengan pengangkatan dan insentif; dan
struktur birokrasi yang didekskripsikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
fragmentasi (Syarif, 2016).

Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Dalam
Penanganan Stunting

Sejauh manakah komunikasi dalam implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam
penanganan stunting di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu (1) Transmisi
yaitu penyaluran komunikasi yang dilakukan tidak hanya bagi implementor, tetapi juga untuk pihak-
pihak yang menjadi target kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung, (2) Kejelasan
yaitu jelasnya informasi yang diterima oleh implementor, pesan juga harus memiliki maksud, tema
dan tujuan yang sama antara komunikator dan komunikan dan tidak bermakna ganda dan tidak
bermakna ganda, (3) Konsistensi yaitu perintah yang ditujukan harus konsisten dan jelas serta
tidak berubah-ubah agar dapat segera diterapkan dengan cepat dan untuk lebih jelasnya dimensi
komunikasi dalam implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam penanganan stunting di
Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :

Transmisi 

Transmisi adalah tahapan yang krusial, karena melalui tahapan ini kita dapat mengetahui
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perkembangan sebuah kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah
tersampaikan kepada pihak pelaksana dan pihak yang menjadi target kebijakan. Transmisi
informasi sudah cukup baik dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Gorontalo kepada pihak terkait
melalui kelompok kerja penanganan stunting yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait, kelompok ini sebagai wadah untuk berkomunikasi. Dengan adanya tim koordinasi
dapat membantu proses penyelarasan dan pengitegrasiaan rencana kegiatan intervensi yang ada
dimasing-masing sektor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permanasari, et all
(2020) yang menyatakan bahwa koordinasi di tingkat kabupaten menggunakan forum komunikasi
yang ada, seperti Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi atau lainnya yang dinilai cukup efektif
dalam mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting yang terintegrasi di tingkat
kabupaten.

Transmisi informasi kepada kelompok dilakukan melalui kegiatan analisis situasi, kegiatan
penyusunan rencana kerja, kegiatan rembuk stunting, kegiatan manajemen data, kegiatan
pengukuran dan publikasi stunting serta kegiatan reviu kinerja tahunan sehingga meningkatnya
pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap tugas, fungsi serta peran dalam implementasi
kebijakan intervensi gizi sensitif. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana, et
all (2022), yang menyatakan bahwa penyaluran informasi dapat terwujud melalui aksi yang
terintegrasi yaitu kegiatan analisis situasi, kegiatan penyusunan rencana kegiatan, rembuk
stunting, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting, hingga review kinerja
tahunan. Dalam pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di
Kabupaten/Kota (Kemen PPN/ Bappenas, 2018) juga menyatakan bahwa komunikasi harus secara
optimal dilaksanakan menggunakan instrument yang ada seperti kegiatan analisis situasi,
penyusunan rencana kerja, rembuk stunting, pertemuan manajemen data dan kegiatan reviu
kinerja tahunan yang bertujuan untuk memastikan terintegrasinya pelaksanaan intervensi
penanganan stunting serta melihat sejauh mana perkembangan implementasi kebijakan  intervensi
gizi sensitif. Sejalan dengan yang tertuang dalam Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan
Perilaku dalam Percepatan Pencegahan Stunting (Kemenkes RI, 2018) yang menyatakan bahwa
penyaluran informasi dapat dilakukan melalui forum pertemuan rembuk stunting dan sebagainya.

Dalam penyaluran informasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga memanfaatkan kegiatan-
kegiatan reguler yang dilaksanakan oleh OPD seperti pembahasan anggaran, evaluasi serta
memanfaatkan website pemda, media massa  dan  menggunakan media telepon dan aplikasi
Whatsapp. Terkait dengan strategi transmisi informasi, Allyreza et all (2023) dalam penelitiannya
menyatakan bahwa strategi penyampaian infomasi dapat  melalui berbagai macam kombinasi cara
sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau
perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Hal ini juga ditegaskan dalam Pedoman Strategi
Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Pencegahan Stunting oleh Kemenkes RI (2018),
yang menyatakan bahwa penyaluran informasi yang efektif dapat dilakukan secara langsung
melalui forum pertemuan, pertemuan koalisi, sosialisasi, edukasi kelompok besar hingga kecil,
rapat koordinasi, dan sebagainya serta melalui media massa, serta media informasi website yang
dimiliki oleh pemerintah.

Kebijakan intervensi gizi sensitif juga disampaikan kepada masyarakat dengan melibatkan Kader
Pembangunan Manusia melalui kegiatan rutin yang ada didesa. Hal ini memberikan dampak positif
terhadap rangkaian transmisi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya
penanganan stunting serta akibat–akibat yang akan ditimbulkan. Hasil penelitian ini juga
menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon (2020) yang menyatakan bahwa
pelibatan secara aktif oleh masyarakat sangat menentukan keberhasilan upaya konvergensi yang
telah direncanakan. Adanya kegiatan-kegiatan komunikasi menjadi tempat dalam menyusun
perencanaan dan mengevaluasi program/kegiatan secara bersama-sama antara pemerintah dan
masyarakat. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Allyreza, et all (2023) menyatakan
bahwa upaya untuk merubah perilaku masyarakat melalui komunikasi menjadi sangat penting
karena perilaku individu terbentuk dari proses konstruksi sosial yang implikasinya kepada individu
dan lingkungan.
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Terkait dengan pelibatan kader dalam hal penyaluran informasi Allyreza, et all (2023) menyatakan
bahwa partisipasi kader sangat berpengaruh terhadap munculnya tindakan yang lebih komunikatif
berdasarkan karakteristik masyarakat. Penerimaan yang tidak optimal terhadap suatu program
atau kebijakan menyebabkan munculnya rasa ketidakpercayaan terhadap sebuah kebijakan. Oleh
karena itu, sangat penting sekali bagaimana kader untuk selalu meningkatkan kemampuan
berkomunikasi yang baik sehingga program-program penurunan stunting dapat tercapai.

Kejelasan 

Informasi adalah suatu bentuk komunikasi dari pengetahuan (knowledge), karenanya merupakan
prasyarat dalam usaha manusia yang ingin mencapai kemajuan. Selain itu diketahui, informasi
adalah keterangan berupa pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna,
dan pesan. Informasi dapat berupa data dan fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format.

Bappeda Kabupaten Gorontalo telah menyampaikan informasi dengan cukup jelas yang merujuk
kepada Perpres 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi, pedoman pelaksanaan
intervensi penurunan stunting terintegrasi, Juknis Pelaksanaan Aksi Konvergensi serta regulasi
yang dikeluarkan oleh daerah sebagai turunan dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
pusat. Substansi yang disampaikan yaitu tentang tujuan, sasaran, strategi serta jenis kegiatan
intervensi serta pembagian peran, tugas dan wewenang oleh OPD pelaksana. Hal ini memberikan
dampak positif terhadap kualitas kebijakan implementasi yang lebih terarah, terukur dan
terintegrasi antar pihak yang terlibat didalammnya baik pada tahap perencanaan, pelaksanaa
maupun pemantauan dan evaluasi kebijakan. 

Menurut Cutlip, et all, (2000:424) menyatakan bahwa dalam mengoptimalkan komunikasi bahwa
informasi merupakan pesan yang harus memuat secara jelas maksud, tema dan tujuan yang jelas
dan sama antara pemberi informasi dan penerima informasi (Afizha, Kholik, 2021). Moekijat
(1993:146) dalam Julianto, Carnarez (2021) menyatakan bahwa hal yang diperlukan untuk
berlangsungnya komunikasi yang efektif adalah seperti, penerangan ringkas yang cukup dari
penerima, penggunaan bahasa yang sesuai, kejelasan, serta penggunaan media yang tepat

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ramdhani (2016) yang menyatakan bahwa syarat
keberhasilan implementasi  kebijakan publik mengharuskan pelaksana mengetahui dengan secara
jelas tujuan dan sasaran kebijakan yang diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group)
sehingga dapat meminimalisir kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Jika
informasi yang disampaikan tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran
tidak cukup jelas akan memungkinkan terjadi penolakan dari kelompok sasaran.

Konsisten 

Dalam melakukan komunikasi aspek konsistensi menjadi sangat penting, dimana komunikasi yang
dilaksanakan secara berulang dan terus menerus akan memudahkan pengambil kebijakan dan
pelaksana untuk merespon perkembangan yang sangat dinamis dilapangan baik terhadap
permasalahan yang timbul yang membutuhkan solusi dan penanganan segera dan terintegrasi oleh
banyak pihak serta meminimalisir kesimpangsiuran dan kesalahan dalam menterjemahkan
kebijakan kedalam rencana kegiatan yang sifatnya lebih operasional.

Bapppeda telah melakukan komunikasi dalam mendukung implementasi kebijakan intervensi gizi
sensitif namun belum sepenuhnya secara konsisten, hal ini disebabkan oleh minimnya alokasi
anggaran untuk melaksanakan kegiatan  koordinasi secara kontinyu dan terintegrasi. Komunikasi
yang tidak konsisten dan terintegrasi mengakibatkan informasi sebaran stunting yang tidak
memadai, minimnya informasi cakupan layanan intervensi, rendahnya kualitas identifikasi
kebutuhan dan ketersediaan program, pelaksanaan program yang berjalan sendiri-sendiri serta
belum tepatnya solusi. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Waliyudin,
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et all (2022) yang menyatakan bahwa kurangnya komunikasi sering kali menyebabkan penyebaran
informasi yang tidak merata dan adanya misunderstanding sehingga menghambat percepatan
penurunan dan pencegahan stunting. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Tampubolon
(2020) yang menunjukan belum ditemukan adanya komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang
optimal dan konsisten sehingga program dan kegiatan yang ada berjalan masing-masing sehingga
hasilnya kurang optimal. Hasil penelitian ini juga menguatkan hasil peneltian yang dilakukan oleh
Hermawati, Sastrawan (2020) yang menyatakan bahwa minimnya komunikasi dan koordinasi
menyebabkan masih rendahnya cakupan layanan intervensi, program kegiatan yang tidak bisa di
lakukan secara terpadu karena jadwal pelaksanaan yang belum terintegrasi.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Daming et all, (2021),
menyatakan bahwa adanya konsistensi komunikasi dari level atas sampai ke bawah akan
meminimalisir penafsiran yang berbeda, pentingnya informasi yang tepat dan akurat terkait
mekanisme dan aturan implementasi sebuah kebijakan tersampaikan kepada orang yang tepat.

Dalam menjalankan komunikasi yang efektif juga perlu mendapatkan dukungan alokasi anggaran
yang memadai, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurahmah et all, (2020),
dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketersediaan alokasi anggaran sangat penting
untuk mendukung berbagai bentuk aktifitas komunikasi agar informasi benar-benar tersampaikan
dan dapat dipahami oleh pelaksana dan masyarakat.

Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik
dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan
(Winarno, 2012).

Sumber daya dalam implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam
penanganan stunting

Aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif di
Kabupaten Gorontalo yaitu sumber daya, karena jika sumberdaya tidak memadai maka akan
mempengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan dan menjadikan sebuah kebijakan menjadi tidak
efektif dan efisien. Sumberdaya dapat di bagi menjadi 4 (empat) deskriptor yaitu (1) Staff, dimana
kompetensi staff dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberhasilan sebuah
kebijakan, (2) anggaran, dimana anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan dan fasilitas yang
dibutuhkan, (3) wewenang, dimana wewenang merupakan otoritas pihak untuk mengambil
keputusan dan melaksanakan kebijakan,  (4) fasilitas, fasilitas dimaksudkan dapat berupa sarana,
prasarana yang digunakan pelaksana untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Untuk lebih
jelasnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam penanganan
stunting di Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :

Staf 

Dukungan pelaksana sebagai implementor dalam sebuah kebijakan sangat penting, baik dari sisi
jumlah maupun kualitas. Kebijakan memerlukan pelibatan semua pihak terkait karena
membutuhkan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi. Jumlah dan kapasitas dari
pelaksana sangat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dilaksanakan, karena sebuah kebijakan
yang gagal sering diakibatkan oleh minimnya ketersediaan dan kemampuan pelaksana yang kurang
kurang berkompeten.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyediakan sumberdaya manusia dari tingkat pimpinan
sampai dengan pelaksana melalui kelompok kerja penanganan stunting yang memiliki tugas pokok
dan fungsi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi dimasing–masing OPD, hal ini memberikan
dampak positif terhadap koordinasi yang berjenjang terstruktur dari tingkat atas sampai bawah.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngaisah, Nurochim (2019) yang
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menyatakan bahwa dengan adanya pembentukan kelompok kerja penanganan stunting yang terdiri
dari OPD sebagai anggota yang dikoordinir oleh Bappeda, maka OPD-OPD tersebut bekerja
berdasarkan rencana aksi yang disusun bersama dan mengimplementasikan rencana aksi tersebut
sesuai dengan kapasitas dan tupoksi yang dimiliki masing-masing anggota. Syamsuadi, et all (2023)
juga dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam mewujudkan sinergitas pelaksanaan kegiatan
penanganan stunting, dibutuhkan kolaborasi yang interaktif serta kerjasama oleh seluruh
stakeholder dalam tim  percepatan penanggulangan stunting secara serius.

Sejalan dengan Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi yang
dikeluarkan oleh Kemen PPN/ Bappenas, (2018) menyatakan bahwa daerah perlu menunjuk dan
menetapkan tim koordinasi yang dinilai efektif untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi
penurunan stunting terintegrasi oleh semua pihak di tingkat kabupaten/kota.

Namun ketersediaan staf ini belum sepenuhnya didukung oleh kompetensi yang memadai, hal ini
disebabkan minimnya kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi yang mengakibatkan belum merata
pengetahuan dan pengalaman tentang penanganan stunting, hal ini terlihat dari  minimnya
informasi cakupan layanan intervensi, data penerima layanan intervensi, identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan serta identifikasi permasalahan dan penemuan solusi. Sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Rodiyah, et all (2021) menyatakan bahwa bimbingan teknis yang
ditujukan menjadi media bagi pelaksana program untuk belajar menemukenali dan mengatasi
permasalahan selama melaksanakan pekerjaannya agar produktivitas kerjanya meningkat. Menurut
Fajarwati (2019) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas melalui pelatihan atau bimbingan
teknis itu dapat mencakup pengembangan pengetahuan, ketrampilan, potensi, kepribadian, modal,
dan etos kerja dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Salim, et all (2017) dalam
penelitiannya juga menyatakan bahwa pengembangan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis
penting dilaksanakan, untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan sesuai jabatan, tugas pokok
dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dapat berkembang.

Terkait dukungan SDM yang memadai, Shauma, Purbaningrum (2018) dalam penelitiannya
menyatakan bahwa implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting tidak akan berjalan
secara optimal jika didukung oleh sumber daya manusia yang kurang baik dari segi kulitas para
pelaksana khususnya yang berada di tingkat bawah.

Sejalan dengan hasil penelitian Tampubolon (2020) menyatakan bahwa masih rendahnya sumber
daya manusia di daerah dalam melakukan analisis permasalahan, menentukan faktor determinan
terjadinya stunting mengakibatkan penyusunan perencanaan belum berdasarkan problem solving
dari data riil sehingga program dan kegiatan yang disusun mengikuti program tahun lalu saja dan
berjalan sebagai business as usual yang berarti kurang adanya inovasi dalam pelaksanaan program.

Sejalan dengan hasil penelitian Indriyani, et all (2023) juga menyatakan bahwa kualitas sumber
daya menitikberatkan kepada kompetensi, kontribusi, profesionalisme dan kemampuan individu,
sedangkan aspek kuantitas ditekankan kepada jumlah pelaksana yang memadai untuk mencapai
tujuan. Keberadaan Sumber daya menjadi faktor sangat penting untuk mencapai keberhasilan
implementasi karena dengan sumber daya yang mumpuni dan memadai maka rencana kerja akan
berjalan dengan baik. Hal ini juga disampaikan oleh Syarif (2016) dalam penelitiannya yang
mengatakan bahwa sumberdaya yang utama dalam melaksanakan kebijakan adalah pelaksana
kebijakan, komposisi pelaksana haruslah cukup memadai dan bersesuaian dengan kebutuhan dan
memiliki kemampuan dan pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan yang akan
dilaksanakan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, et all (2018) menyatakan
bahwa sumber daya manusia yang tidak mencukupi, membuat pelaksanaan program penurunan
stunting ini tidak berjalan dengan maksimal.

Anggaran 

Ketersediaan alokasi anggaran menjadi relevan dan penting dan mutlak dalam lingkungan
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pemerintah daerah. Hal ini penting karena anggaran berdampak terhadap akuntabilitas pemerintah
yang berkaitan dengan fungsi pemerintah dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah mengalokasikan anggaran serta rencana kegiatan namun
belum cukup optimal dan memadai yang disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah yang
terbatas sehingga tidak seluruh rencana kegiatan intervensi dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Hasil penelitian ini juga menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Adipta (2014) yang menyatakan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah yang berada dalam
kategori kecil maka daerah belum sepenuhnya mampu untuk melaksanakan dan membiayai
kebijakan daerah. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri, et all (2020)
menyatakan bahwa kepastian ketersediaan alokasi anggaran atas suatu aktifitas sangat penting
memastikan berjalannya sebuah kebijakan, tanpa dukungan anggaran yang memadai, sebuah
kebijakan sulit untuk berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Idris (2013) yang
menyatakan bahwa ketersediaan anggaran dalam pelayanan, akan memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap kinerja pelayanan aparatur, oleh karena itu seluruh dimensi ketersediaan
anggaran yang ada, harus terus menerus ditingkatkan lagi.

Permasalahan anggaran yang ditemukan yaitu adanya alokasi anggaran yang tidak dilengkapi
dengan informasi sasaran dan lokus penerima layanan intervensi sehingga anggaran terkesan tidak
fokus, terarah berdasarkan analisis situasi. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Fauziah, et all (2016) yang menyatakan bahwa kejelasan dan spesifikasi
sasaran memberikan dampak positif yang baik terhadap komitmen dan pencapaian tujuan,
anggaran yang didukung oleh informasi sasaran anggaran dan kegiatan yang terperinci dan jelas
akan lebih produktif jika dibandingkan dengan yang tidak didukung oleh informasi sasaran secara
terperinci. Fauziah, et all (2016) mengemukakan bahwa salah satu karateristik anggaran yang
saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu kejelasan sasaran anggaran, hal ini
diharapkan dapat meningkatkan kinerja.

Kewenangan 

Wewenang bisa dikatakan sebagai perwakilan untuk menyelesaikan tugas, secara luas dapat
dimaknai di mana seseorang menerima tanggung jawab dari atasannya untuk menyelesaikan tugas
tertentu yang didukung oleh otoritas untuk pengambilan keputusan. Wewenang harus harus
diberikan kepada orang yang tepat dan memiliki reputasi baik. Sehingga tugas dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mengimplementasikan kebijakan berdasarkan kewenangan
yang dimiliki yaitu terkait perencanaan dan penganggaran, penyediaan layanan, koordinasi,
evaluasi dan pembinaan dan pengawasan dengan merujuk pada regulasi dikeluarkan oleh
pemerintah pusat dan daerah kepada OPD sampai ketingkat desa, namun hal ini belum optimal. Hal
ini disebabkan dalam regulasi tentang penangan stunting serta regulasi tentang kelompok kerja
yang dikeluarkan oleh daerah belum mengatur secara detil dan jelas  tugas pokok dan fungsi OPD
serta mengatur hubungan antar kewenangan dimiliki oleh OPD yang cukup menghambat jika tidak
dikomunikasikan secara baik, misalkan kewenangan OPD untuk menyediakan informasi cakupan
layanan intervensi, data sasaran intervensi dengan nama dan alamat yang jelas.  Sejalan dengan
hasil penetian yang dilakukan oleh Nastia, Nulhaqim, (2022) yang menyatakan bahwa pembuat
kebijakan harus memastikan beban tugas yang diamanatkan kepada OPD harus sesuai dengan
tugas, fungsi, kewenangan dan kapasitasnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, (2021)
juga menyatakan bahwa kewenangan adalah pemberian otoritas atau melegitimasi para pelaksana
dalam menjalankan sebuah kebijakan,  jika wewenang nihil atau tidak ada maka mengganggu
rangkaian proses implementasi kebijakan. Pentingnya kewenangan dalam melaksanakan sebuah
kebijakan juga dinyatakan oleh Hakim, (2011) yang menyatakan tanpa adanya landasan dalam
menjalankan kewenangan yang dikuatkan oleh sebuah regulasi yang berlaku, maka aparat
pemerintah selaku pelaksana itu tidak akan memiliki kapasitas yang dapat mempengaruhi atau
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mengubah kondisi masyarakatnya.  Lelo, et all, (2016) menyatakan bahwa pentingnya pelimpahan
dan pendelegasian wewenang untuk mendorong percepatan pelaksanaan sebuah kebijakan. Bentuk
kebijakan mempengaruhi kualitas pelaksanaan kewenangan disetiap tingkatan berdasarkan
struktur dan fungsi yang dimilikinya.

Fasilitas 

Berdasarkan wawancara, obervasi yang dilakukan oleh peneliti, pada aspek fasilitas ditemukan
bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah berupaya menyediakan fasilitas untuk mendukung
kebijakan intervensi gizi sensitif dengan menggunakan fasilitas yang sebelumnya sudah ada, namun
belum memadai karena katerbatasan anggaran untuk penyediaan, para pelaksana masih
menggunakan fasilitas yang tersedia untuk menyelesaikan beberapa tanggung jawab untuk
mendukung kelancaran administrasi sehingga solusi untuk mengatasinya yaitu masih berbagipakai
fasilitas yang ada dengan program lainnya bahkan menggunakan milik pribadi.

Sejalan dengan hasil penelitian Irianto, (2017) menyatakan bahwa secara umum sarana dan
prasarana kerja adalah alat pendukung keberhasilan kebijakan dalam suatu proses upaya
pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan
tidak akan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan. Sarana dan parasaran adalah fasilitas
pendukung berupa benda yang secara langsung dapat digunakan untuk memudahkan pelaksanaan
proses kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang diharapkan sesuai dengan
rencana. Afandi, Warjio, (2015) menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanan kebijakan ditunjang
oleh dukungan sumberdaya berupa fasilitas pendukung yang memadai.

Ketersediaan anggaran merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan sebuah
kebijakan, karena anggaran merupakan alat yang digunakan dalam menterjemahkan kebijakan
dalam bentuk program dan kegiatan, mendukung operasional serta penyediaan fasilitas pendukung
serta membiayai hal–hal lain yang sekiranya mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif,
efisien, terukur, terarah berdasakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Disposisi dalam implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam
penanganan stunting

Pengangkatan 

Tingkat keberhasilan dari sebuah kebijakan bergantung pada bagaimana kondisi watak dan
karakteristik yang dipunyai oleh pelaksana kebijakan. Disposisi merupakan bagian penting yang
ikut mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan, apabila memiliki disposisi yang cukup baik
maka akan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan maksimal. Maka dari itu pemilihan dan
penetapan personil pelaksana kebijakan  harus dilaksanakan dengan seleksi yang baik agar
menghasilkan personil yang memiliki komitmen yang baik.

Pemerintah Kabupatan Gorontalo untuk menguatkan komitmen bersama telah membentuk
kelompok kerja penanganan stunting yang bertugas dalam penanganan stunting yang tugas pokok
dan fungsi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, hal ini disebabkan minimnya kegiatan
peningkatan kapasitas pelaksana yang mengakibatkan belum merata pengetahuan dan pengalaman
tentang penanganan stunting. Hal ini terlihat dari masih adanya sikap yang cenderung belum
mencerminkan keberpihakan dalam melaksanakan kebijakan intervensi gizi sensitif yang
mengesankan ego sektoral yang masih cukup kuat. sehingga mempengaruhi komitmen dalam
mendukung implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam penanganan stunting. Dalam
penelitiannya, Kasmini, et all, (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pelaksana memiliki
pengaruh pada komitmen dan kinerja, dimana sumber daya manusia sangat berperan dalam
menjalankan kegiatan suatu organisasi. Permanasari, et all (2020) menyatakan bahwa tantangan
dalam implementasi konvergensi ialah masih adanya ego sektoral pada masing-masing OPD karena
masih belum optimalnya sosialisasi sehingga banyak yang belum memahami secara menyeluruh
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mengenai program pencegahan stunting.

Komitmen sangat dibutuhkan dalam mensukseskan sebuah kebijakan, hal ini juga ditegaskan oleh
Marsidi, et all (2007)  yang menyatakan bahwa komitmen yang kuat akan lebih mudah untuk
menumbuhkan inovasi dan kreativitas, di mana yang bersangkutan akan berkontribusi terhadap
organisasi dengan berupaya yang lebih tinggi.

Insentif

Berdasarkan wawancara, obervasi yang dilakukan oleh peneliti, pada aspek insentif ditemukan
bahwa pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengatur tentang pemberian insentif bagi
masyarakat dan institusi yang peduli dan terlibat dalam penanganan stunting yang diatur melalui
Peraturan Bupati Nomor 2 tahun  2019 tentang penanganan stunting, namun belum dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya karena keterbatasan anggaran. Adapun insentif ini hanya
dapat diterapkan kepada pihak internal pemerintah daerah melalui pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai untuk mendukung produktifitas dan kinerja aparat, namun tidak dikhususkan
bagi keberhasilan dalam mendukung implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adipta (2014) yang menyatakan bahwa tingkat
kemampuan keuangan daerah yang berada dalam kategori kecil maka daerah belum sepenuhnya
mampu untuk melaksanakan dan membiayai kebijakan daerah. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil
penelitian yang dilakukan oleh Fitri, et all (2020) menyatakan bahwa kepastian ketersediaan
alokasi anggaran atas suatu aktifitas sangat penting memastikan berjalannya sebuah kebijakan,
tanpa dukungan anggaran yang memadai, sebuah kebijakan sulit untuk berjalan dengan efektif
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemberian insentif memberikan pengaruh cukup besar terhadap kinerja, sebagaimana dinyatakan
oleh Almaududi, et all (2021) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa insentif ini merupakan
mekanisme yang dipergunakan sebagai pendukung untuk menciptakan prinsip adil dalam
pemberian kompensasi, dengan adanya pemberian insentif yang tepat serta cara kerja yang baik
sehingga ke depannya kinerja dapat berjalan sesuai tujuan yang telah disepakati.  Hal ini juga
dikuatkan oleh peneliti Yuliyanti, et all (2008) yang menyampaikan bahwa pemberian insentif dapat
meningkatkan semangat dalam mencapai kinerja yang baik dan berkontribusi terhadap kinerja
yang besar, sehingga setiap pihak yang ikut terlibat termotivasi untuk dapat memberikan
kontribusi yang lebih maksimal dalam mencapai tujuannya. Insentif merupakan bentuk
penghargaan langsung yang dikaitkan dengan kinerja akibat peningkatan produktivitas kinerja.

Sumber daya pelaksana merupakan hal penting dalam sebuah pelaksanaan kebijakan, hal ini
terkait penyediaan tenaga, bakat, kreativitas serta semangat sebagai roda penggerak utama pada
suatu organisasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan fasilitasi insentif sebagai
pendorong semangat. Untuk memotivasi pelaksana dalam mencapai kinerja dan tujuan yang baik
harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan insentif dan motivasi bagi
pelaksana kebijakan

Struktur organisasi dalam implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif
dalam penanganan stunting

Standar Operasional Prosedur 

Berdasarkan wawancara dan obervasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa pada
Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal perencanaan kegiatan, penyediaan layanan,
pemantauan secara terpadu serta evaluasi merujuk pada regulasi tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi, pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di
kabupaten/kota serta regulasi tentang kelompok kerja penangan stunting. Namun belum optimal
berjalan, karena regulasi yang ada belum dilengkapi dengan standar operasional prosedur yang
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lebih spesifik, jelas dan mengikat yang menjadi panduan OPD dalam menjalankan aktifitas dan
memenuhi tanggung jawab dalam konteks intervensi gizi sensitif. Hal ini ditunjukkan dengan masih
adanya data kependudukan calon penerima manfaat belum lengkap dan valid,  calon penerima
layanan yang belum lolos verifikasi syarat teknis, masih ditemukannya juga kondisi inclusion error
dan exclusion error penerima manfaat layanan intervensi, serta masih adanya daerah lokus
intervensi yang belum sepenuhnya tersentuh program intervensi  karena perbedaan penetapan
daerah lokus oleh OPD teknis.

Terhadap fungsi dari sebuah standar operasional prosedur untuk mendukung implementasi
kebijakan, juga dikuatkan oleh hasil penelitian sebelumnya oleh Supriyanto, et all (2021) yang
menyatakan bahwa SOP memiliki fungsi untuk membentuk sistem kerja yang teratur, sistematis
dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, SOP juga dapat menggambarkan bagaimana sebuah
tugas diselenggarakan, bagaimana proses pekerjaan berlangsung,  memastikan proses yang
konsisten dan sistematik serta menetapkan hubungan timbal balik antar pihak terkait. Hal ini
sejalan dengan penelitian Suryana, et all (2021) yang menyatakan bahwa prinsip standar
operasional prosedur setidaknya memenuhi unsur konsisten, komitmen bersama dari seluruh
jajaran, dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan, mengikat antar pelaksana serta melibatkan
semua pihak yang memiliki peran yang berbeda.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah tahapan atau rangkaian aktivitas atau agenda
rutin sehingga memungkinkan pelaksana kebijakan menjalankan tugas berdasarkan standar yang
dibentuk dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan penanganan
stunting sudah ada pedoman pelaksanaannya secara jelas yang dikelurkan oleh pemerintah pusat.

Fragmentasi 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan observasi ditemukan bahwa pada Pemerintah Kabupaten
Gorontalo dalam penyebaran tugas dan tanggung jawab mengacu pada pada tugas pokok dan
fungsi yang dimiliki dan dijalankan OPD dan juga didukung oleh regulasi yang mengatur tentang
kelompok kerja penanganan stunting tingkat kabupaten, namun belum optimal berjalan karena
regulasi tersebut hanya mengatur struktur kelompok kerja tetapi belum dilengkapi dengan uraian
tugas yang jelas dan terperinci dan spesifik dan lebih operasional yang menjadi panduan OPD
dalam menjalankan aktifitas dan memenuhi tanggung jawab dalam konteks intervensi gizi sensitif.
Hal ini, tentunya akan berakibat pelaksanaan tupoksi yang tumpang tindih dan bias bahkan terjadi
kekosongan aktifitas.

Sejalan dengan hasil penelitian Fitria, et all (2017) menyatakan bahwa penyebaran tugas dan
tanggung jawab ini dilakukan secara internal dan eksternal yang melibatkan banyak pihak yang
bertujuan mengoptimalkan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan
aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya sehingga akan memberikan jaminan terhadap kestabilan,
kelancaran, dan efektivitas rencana kerja. Suatu pekerjaan yang didelegasikan ke orang dan
tempat yang tepat maka akan menghasilan sesuatu yang tepat sesuai dengan apa yang di
harapkan. Sebaliknya jika pendelegasian kewenangan tidak bersesuaian, maka akan memberikan
sebuah dampak yang kurang baik dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pembagian tugas kepada organisasi atau badan pelaksana kebijakan memerlukan koordinasi.
Menurut Winarno, semakin besar koordinasi yang diperlukan maka semakin kemungkinan
keberhasilan kebijakan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan penelitian Diastuti yang menyatakan
bahwa pembagian tugas dan koordinasi antar pelaksana yang tumpah tindih akan menyebabkan
proses implementasi menjadi kurang efektif.

PENUTUP 

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dan mengacu pada permasalahan penelitian ini, dapat
disimpulkan 4 topik yang menjadi fokus pembahasan, yaitu :
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1.   Komunikasi dalam implementasi intervensi gizi sensitif dalam penanganan stunting di
Kabupaten Gorontalo sudah dilaksanakan namun belum cukup maksimal. Hal ini ditandai
dengan belum optimalnya pelaksanaan komunikasi secara konsisten sehingga menyebabkan
masih rendahnya cakupan layanan intervensi gizi sensitif yang terintegrasi.

2.   Sumberdaya dalam implementasi intervensi gizi sensitif dalam penanganan stunting di
Kabupaten Gorontalo sudah baik, tapi belum cukup optimal. Hal ini ditandai dengan masih
rendahnya pengetahuan dan pengalaman, minimnya alokasi anggaran untuk mendukung
kebijakan intervensi gizi sensitif mengakibatkan masih rendahnya cakupan layanan
intervensi.

3.   Disposisi atau sikap dalam implementasi intervensi gizi sensitif dalam penanganan
stunting di Kabupaten Gorontalo menunjukkan sudah baik, namun masih perlu
dimaksimalkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya komitmen yang disebabkan masih
terbatasnya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dan pengetahuan pelaksana
kebijakan. Serta masih minimnya pemberian insentif kepada stakaholder yang terlibat
dalam mendukung implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam penanganan
stunting belum dapat dilaksanakan secara optimal.

4.   Struktur organisasi dalam implementasi intervensi gizi sensitif dalam penanganan stunting
di Kabupaten Gorontalo sudah cukup baik, namun masih belum cukup optimal. Hal ini
terlihat dari belum memadainya dukungan regulasi daerah tentang standar operasional
prosedur yang memuat tentang tugas pokok dan fungsi yang jelas dan mengika serta
pendelegasian yang belum sepenuhnya berjenjang, sehingga menyebabkan terhambatnya
identifikasi masalah dan penyelesaian masalah secara berjenjang dan terintegrasi.
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